
BUPATI BENGKAYANG 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG 
NOMOR £TAHUN 2021 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKAYANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BENGKAYANG, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam 
Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi 
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, 
perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Satuan Pendidikan Kabupaten Bengkayang; 

b. bahwa untuk melakukan koordinasi layanan 
administrasi pada satuan pendidikan di wilayah 
kerja zonasi yang mudah terjangkau, efektif dan 
efisien, perlu membentuk koordinator wilayah 
kecamatan bidang pendidikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 
Daerah Satuan Pendidikan Kabupaten 
Bengkayang. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II 
Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3823); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) scbagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 
63, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6477); 

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan 
dan Kebudayaan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 
2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 
2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat 
Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 652); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 
2017 

ten tang 
Pedoman Pembentukan dan 

Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana 
Teknis Daerah (Berita Negara Repubiik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 451); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157); 

13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Nomor 2020 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 
5); 

- - - - - - - - - -- - ---· - . - -- . . . . - 

Dipindai dengan CamScanner 
Dpindad den@an CmScanner 



• 
• 

14. Pcraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tcntang 
Struktur Organisasi dan Tata Kcrja Dinas 
Pendidikan dan Kcbudayaan (Bcrita Dacrah 
Kabupatcn Bcngkayang Tahun 2016 Nomor 33) 
scbagaimana telah diubah dcngan Peraturan 
Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tcntang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Dacrah 
Tahun 2021 Nomor 14). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA 
TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN 
BENGKAYANG. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang. 
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan 

oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas­ 
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang. 
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari 
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah dan 
Badan Daerah. 

7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Bengkayang. 

8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang. 

9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang 
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan 
informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 
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bcrasal dari pengawas sckolah disamping tugasnya scbagai pcjabat 
fungsional, atau dari pcgawai ncgcri sipil ncgara (ASN) lainnya 
dibidang pendidikan dengan pangkat minimal III/c, yang ditunjuk 
olch kepala Dinas Pendidikan dan Kcbudayaan. 

(4) Koordinator Wilayah Kccamatan Bidang Pendidikan scbagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tcrdiri dari: 
a. Koordinator wilayah I (Satu) yang mcliputi Kccamatan 

Bcngkayang, Tcriak dan Sungai Bctung; 
b. Koordinator wilayah II (Dua) yang mcliputi Kccamatan Ledo, 

Lumar dan Suti Semarang; 
c. Koordinator wilayah III (Tiga) yang meliputi Kccamatan Sanggau 

Ledo dan Tujuh Belas; 
d. Koordinator wilayah IV (mpat) yang mcliputi Kecamatan Seluas, 

Jagoi Babang dan Siding; 
e. Koordinator wilayah V (Lima) yang meliputi Kccamatan 

Samalantan, Lembah Bawang dan Monterado; dan 
f. Koordinator wilayah VI (Enam) yang meliputi Kecamatan Sungai 

Raya, Sungai Raya Kepulauan dan Capkala. 

BAB III 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 

TATA KERJA 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 4 

UPTD Satuan Pendidikan merupakan unsur pelaksana teknis operasional 
pada Dinas Pendidikan dan Kcbudayaan yang dipimpin oleh seorang 
Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Bidang terkait. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

PasaJ 5 

(1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan terdiri dari : 
a. Kepala UPTD; 
b. Urusan Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan. 

(2) Bagan susunan organisasi UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 
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Bagian Kctiya 
Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal 6 

(1) UPTD Satuan Pendidikan mcmpunyai tugas mcnyclenggarakan 
program pcndidikan formal dan nonformal, menyelenggarakan 
pclaksanaan dan pembinaan hubungan kcrja sama dengan orang tua 
peserta didik dan masyarakat, dan menyelenggarakan administrasi 
pada UPTD Satuan Pendidikan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I), UPTD Satuan Pendidikan menyelenggarakan fungsi sebagai 
berikut: 
a. penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar; 
b. pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran; 
c. pelaksanaan pengawasan proses pembelajaran dan pengajaran; 
d. pelaksanaan beml ina: kepribadian siswa dalam lingkungan 

UPTD satuan pendidikan; 
e. pelaksanaan pembinaan kesiswaan untuk meningkatkan prestasi 

.. sIswa; 
f. pelaksanaan kegiatan kurikuler berdasarkan kurikulum yang 

berlaku; 
g. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang 

tua peserta didik dan masyarakat; dan 
h. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di 

lingkungan UPTD satuan pendidikan 

Bagian Keempat 
Kepala UPTD Satuan Pendidikan 

PasaJ7 

(1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, 
merupakan unsur pimpinan dari jabatan fungsional guruyang 
ditunjuk oleh kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai 
tugas memimpin kegiatan teknis operasional di lingkungan UPTD 
satuan pendidikan dan mengawasi kegiatan belajar mengajar 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan knril um yang 
berlaku. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 
a. memimpin, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di UPTD 

satuan pendidikan; 
b. mengkoordinasikan kegiatan belajar mengajar di lingkungan UPTD 

satuan pendidikan; 
c. mengkoordinasikan penilaian pada hasil pembelajaran; 
d. mengkoordinasikan pembinaan siswa dan kesiswaan, . kegiatan 

kurikuler berdasarkan kurikulum yang berlaku; 
e. mengkoordinasikan hubungan kerjasama dengan orangtua peserta 

didik dan masyarakat; 
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t, mwmglourditln pwurlolun tliinlntmil tmmtumn tdnm 
hwpwgwutn lwpntd pwtupn tutu nnhu, 

g' wngkoudiutln pwtcllnn letntipuuut tun mutant pwurumn 
tiling;luyan (HP'I'I ntuun pwnidil, «dim 

h, wlululu It lain ynn di bwrilu lwpnln Dinn 
endililt «lun wbudnynun Dr«hurl pwrnturun pwrn«du 
ulatg yang bwrllt, 

Imginn Klint 
Urunn 'Tutu Unnhu 

(I) Uruu tutn unhu wbnguimuu dimnkd «dnlnm pnnl { nynt (I) 
hurufb, mwrupnkun unit non trukturul yum diduduli olch pwgawni 
negeri sipil nwgurn (ASN) dun mwmpunyni Iuyu penclolunun 
administraui umm dun kcpwuwuinn di linkunpun UPTD ntuunn 
pwndidiknn, 

()) Untuk meluksnnnknn tug polok scbwguimuuu dimuluud pndn ayal 
(I), urusnn tutn uh mcnyclcnpgnruknn fungi cbnni berikut : 
a, pwnclol administrnsi tmum kpcguwninn di linkunun UPTD 

sutuun pendidiknn; 
b, pengelolunn nlministrsi kurikulum dun prerta didik di 

lingkungun UT'D tun pendidiknn; 
c. pemgelolun kcuungun dun snrnnu prnnrnnn di linkunnn UPTD 

sntunn prndidiknn; 
d. mclnksnnuknn fuugsi lain yang di berikn kcpnln UP'TD alunn 

pendidiknn bcrdusurknn pcraturnn pcrundung-undnng yang 
berlnku. 

uginn Keenum 
Kclompok Jnbatnn Bungsional 

(1) Kclompok Jabntan Fungsionnl scbngaimunn dimuksud dalam pasal 5 
nyat (I) huruf c, terdiri dari scjumlah pcgawni ncgcri sipil ncgara (ASN) 
dulnm jenjung jabntnn fungsionnl guru dan jnbatan fungsional 
berdasnrknn kchlinn dan kctcrampilun di bidang tertcntu. 

(2) Jenis Jabatnn Fungsionnl dan jumluh pemcgang jabatan fungsional 
scbagnimanu dimnksud pndu ayat (I), ditctapkan scsuai ketcntuan 
pcraturan pcrundaug-undangan. 

(3) Pejabut fungsional guru yang ditcmpntkan pnda UPTD satuan 
pendidikan mempunyui tugas mclaksnnnkan kwgintnn proses belajar 
mcngajar scsuni kctcntuan pcraturan pcrundang-undangan, 

(l} Uraian tugus Kclompok Jnbutnn Pungsional dintur berdasarkan 
kctcntuun dalam pcraturun pcrundang-undnngan. 

Dipindai dengan CamScanner 
Dpindad den@an CmScanner 



I 

BAB IV 
TATA KER J 

(1) Dalam mclaksanakan tugas, Kcpala UPTD menorapkn prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkunan UPTD 
maupun unit kerja di wilayah kcrjanya. 

(2) Kcpala UTD wajib mcnyampaikan laporan pclaksanan tugasnya 
sccara periodik dan tcpat waktu kcpada Kcpala Dinas Pcndidikan dun 
Kcbudayaan. 

(3) Kclompok Jabatan Fungsional yang bcrada di UPTD Saluan 
Pendidikan dalam mclaksanakan tugas dan fungsinya bcrtanggyung 
jawab kepada Kcpala UPTD. 

(4) Pcmbiayaan yang mendukung pclaksanaan tugas Koordinator Wilayah 
Bidang Pcndidikan dibcbankan pada Anggaran Pcndapatan dan 
Belanja Dacrah Kabupatcn Bcngkayang. 

BAB V 
KEPEGAWAIAN 

Pasal 11 

Kcpala UPTD, Kclompok Jabatan Fungsional dan Koordinator Wilayah 
diangkat dan dibcrhentikan olch Bupati sesuai pcraturan pcrundang­ 
undangan. 

BAB VI 
PEMBIAYAAN 

Pasal 12 

Pembiayaan operasional UPTD Satuan Pcndidikan bcrsumbcr dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Bcngkayang scrta 
penerimaan dari sumber lain yang sah. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 13 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang 
melaksanakan tugas di lingkungan UPTD Satuan Pendidikan pada Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang 
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kcbudayaan 
Kabupaten Bengkayang tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai 
ada penugasan yang baru dari pejabat yang berwenang bcrdasarkan 
Peraturan Bupati ini. 
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BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati Bengkayang ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Bengkayang. 

Ditetapkan di Bengkayang 
pada tanggal tu m 2021 

-- 

• 

Diundangkan di Bengkayang 
pada tanggal tu mt 2021 

• 

4 

• 

• hf 
• 

? .$'9BA.JA 'GA? " 

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR a¢ 
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN 
PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKAYANG 

KEPALA UPTD 

- , 
• 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

J 

LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI EENGKAYANG 
NOMOR : 26 'TAHUN 202l 
TANGGAL : (t me 2021 
TENTANG -+ 
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGS 
SE&TA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEXNIS DAERAH SATU 
PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKAYANG 

• 

• \ . , .... ·. w ! a • 
• 

URUSAN TATA 
USAHA 

r 

) 

• 
• 

Dpindad dengan Cat@nner 


